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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kebijakan dan penegakan 
hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Klaten. Metode 
penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber 
data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data 
hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi 
kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum tentang Kebijakan 
dan Penegakan Hukum perdagangan orang, antara lain Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan, pencegahan, 
pemberantasan, serta penanganan tindak pidana trafficking bukan hanya tugas 
kepolisian atau para penegak hukum lain, tetapi harus terdapat kerja sama antar 
instansi dengan masyarakat untuk menangani permasalahan trafficking. 
 




This study aims to find out about the policies and law enforcement of criminal 
trafficking in persons in the jurisdiction of the Klaten Police Station. The research 
method using descriptive empirical jurisdiction. The data source consists of the 
primary data and secondary data, interview the legal data of primary, secondary 
and tertiary. Data were collected through the study of literature and field research 
(interviews), then the data is analyzed qualitatively. The results showed legal 
arrangements on the Crime of about Policy and Law Enforcement of Human 
Trafficking, including the Code of Penal (Penal Code) and Act No. 21 of 2007 on 
the Eradication of Trafficking in Persons. Protection, prevention, eradication, and 
handling criminal acts of  human trafficking is not only the the roles of  police or 
other Law Enforcers, but there must be cooperation between agencies or other 
community to handle the problem of trafficking. 
 




Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan manusia (Sudikno 
Mertokusum, 2008). Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan salah satu 
pasalnya menyebutkan mengenai “hak untuk tidak diperbudak” (UUD 1945 




khususnya perdagangan anak dan perempuan. Perdagangan orang adalah 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak 
dimana korban diibaratkan sebagai komuditi yang diperjual belikan. 
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, 
termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainya, telah menjadi 
perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota 
organisasi, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (UUD 1945 Pasal 28 
ayat (1).   
Di era teknologi informasi berkembang secara pesat, memicu pula 
modus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku secara rapi dan tertutup 
sehingga sulit dijangkau oleh hukum. berkembangnya pelaku perdagangan 
orang (trafficker) melalui teknologi informatika menjadikan kejahatan lintas 
batas negara. Umumnya korban perdagangan orang merupakan mereka yang 
berada dalam kemiskinan, kurangnya informasi dan kurangnya tingkat 
pendidikan. Pelaku perdagangan orang memiliki kemampuan khusus untuk 
mengembangkan modus operandi yang berbagai macam. 
Dengan beralasankan perjanjian yang sah digunakan untuk meyakinkan 
para korban dan guna menegelabuhi telah terjadinya perdagangan orang. 
Perdagangan orang pada umumnya berupa pengambilan hak kebebasan dari 
seseorang yang dilakukan berbagai cara oleh kelompok ekonomi kuat 
(Supriyadi Widodo Eddyono, 2005). 
Di Indonesia sendiri kasus tindak pidana perdagangan orang sudah 
marak terjadi. Seperti di daerah Delanggu, Klaten tanggal 23 Maret 2010 
terungkapnya kasus human trafficking (perdagangan orang)  terhadap pelajar 
putri berinisial WE, umur 15 tahun, diduga “dijual” kegadisanya oleh 
rekannya sendiri kepada empat lelaki hidung belang (Riswan Munthe, 2015). 
Kehadiran UU TPPO, ternyata belum menjadi jaminan bahwa tindak 
pidana perdagangan orang dapat diberantas. Aparat hukum masih belum bisa 
memaksimalkan perannya dalam memberantas perdagangan orang. Hal ini 
dapat terjadi karena ringannya hukuman yang diberikan kepada para pelaku 




bukannya dapat diatasi tetapi sebaliknya makin meningkat (SOLOPOS, 
Selasa, 23 Maret 2010). 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan  masalah dalam 
penelitian ini adalah (1) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam 
menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, (2) Bagaimana penegakan 
hukum tindak pidana perdagangan orang di Wilayah hukum Kabupaten 
Klaten, (3) Apa kendala penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang 
di Kabupaten Klaten, dan (4) Bagaimana perdagangan orang dalam perspektif 
Islam. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui kebijakan hukum pidana 
dalam menangulangi tindak pidana perdagangan orang, (2) Mengetahui 
penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum 
Kabupaten Klaten, (3) Mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak 
pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kabupaten Klaten, dan (4) 
Mengetahui perdagangan orang dalam perspektif Islam. Manfaat penelitian 
ini adalah menambah wawasan berpikir  serta ilmu pengetahuan di bidang 
ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus mengenai 
kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan 
orang dan penegakannya, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan 
meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta pembaca 
terkait kebijakan hukum pidana serta kendala penegakan hukum tindak 
pidana perdagangan orang. 
2. METODE  
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah  metode 
pendekatan hukum empiris yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang 
diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada 
di dalam masyarakat (Hotlarisda Girsang, 2014). Penelitian ini bersifat 
deskriptif, yakni memberikan suatu gambaran secara jelas, lengkap, dan teliti 
mengenai kebijakan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana 
perdagangan orang (human trafficking) diwilayah hukum Polres Klaten. Data 
primer diperoleh dari fakta atau keterangan di lokasi penelitian yaitu 




wawancara langsung di Kepolisian Polres Klaten untuk mengetahui praktik 
penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang  di Klaten. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Tindak Pidana 
Perdagangan Orang 
Setiap manusia yang hidup pasti memiliki hak-hak asasi yang melekat kepada 
dirinya sejak lahir. Bahwa hak-hak tersebut dijamin dan dilindung oleh 
hukum yang  berlandaskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Ekploitasi dan perbuatan yang sejenisnya 
merupakan perbuatan yang dipandang berlawanan dengan perbuatan normal 
yang ada pada masyarakat sertapada dasarnya bertentangan dengan hak-hak 
asasi manusia, maka perdagangan orang wajib dihapuskan. 
Pengertian perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang 
tercantum dalam UU TPPO. Perdagangan orang adalah: 
“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun 
antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi”.  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban 
perdagangan orang dengan memberi sanksi yang berat serta memberi definisi 
yang lebih khusus dari pada KUHP. Pengaturan perdagangan orang yang 
diatur dalam UU TPPO dapat di analisa mengenai kualifikasi tindak pidana, 
pertanggungjawaban pidana dan ancaman pidananya yang akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
3.1.1. Kualifikasi tindak pidana 
Dalam UU TPPO tiap pasalnya tidak ada penegasan mengenai  tindak 
pidana perdagangan orang termasuk pada delik kejahatan ataupun delik 
pelanggaran. Dalam pengaturan perbuatan tindak pidana pada tiap-tiap 




proses penututan. Dengan demikian, UU TPPO dapat dikategorikan sebagai 
delik biasa yang mana perbuatan pelaku dapat dituntut tanpa adanya aduan 
dari korban yang dirugikan. pengaturan delik pada Pasal 2 (1), 3, 4, 5, 6, 9, 
10, 11, 12, 19, 20, 21 (1), 22, 23, dan 24 UU TPPO termasuk pada delik 
formil. Sementara itu delik dalam Pasal 2 (2), 7 (1), 7 (2), 21 (2), dan 21 (3) 
UU TPPO termasuk delik campuran, karena ada unsur formil dan materiilnya. 
3.1.2. Pertanggungjawaban Pidana 
Pasal 2, 3, 4, 5, 9, dan 19 tidak menyebutkan secara jelas di dalam 
bunyi pasalnya unsur sengaja ataupun kealpaan, melainkan hanya 
menyebutkan unsur “untuk tujuan”, unsur “dengan Maksud”, unsur “untuk 
mempermudah”, dan unsur “berusaha”. Dari unsur-unsur tersebut merupakan 
suatu kesengajaan dimana ingin dicapai oleh pelaku dengan tujuan yang 
dikehendaki, maka perrtanggungjawaban pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 9, dan 
19 UU TPPO menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.  
3.1.3. Sanksi Tindak Pidana 
Pada penerapan sistem perumusan pidana Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 21, 22, 
23, 24 UU TPPO secara  tegas menggunakan sistem perumusan pidana 
kumulatif yakni  kedua sanksi baik pidana dan denda harus diberikan dimana 
terdapat frasa “dan” dalam bunyi pasalnya, sehingga hakim tidak diberi 
keleluasaan karena sifatnya yang kaku dalam pemberiaan pidana terhadap si 
pelaku. Dalam pemberian sanksi penjara dan pidana baik pidana pidana denda 
mengguakan min Khusus dan max khusus. 
3.2 Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Korban perdagangan orang tidak jarang merasa takut terhadap penegak 
hukum karena korban merasa dirinya sebagai pelaku terhadap kejahatan yang 
menimpanya. Sehingga diperlukan tindakan yang hati-hati dalam menghadapi 
para korban perdagangan orang khususnya terhadap korban eksploitasi 
seksual, dengan mensyaratkan keahlian khusus yaitu kepada petugas 
kepolisian yang memiliki keterampilan sosial, pengetahuan tentang posisi dan 
permasalahan yang dihadapi korban serta terbiasa bekerja sama dengan 




pendampingan korban baik lembaga swadaya masyarakat maupun instansi 
pemerintah (Hilman Hadikusuma, 1995). 
3.2.1. Tahap kebijakan formulasi/legislasi adalah pada tahap ini akan 
dihasilkan suatu peraturan hukum yang akan menjadi pedoman pada 
tahap-tahap berikutnya dalam proses kebijakan hukum. Pada tahapan 
penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polres Klaten  
dalam memutus mata rantai dan memberi efek jera kepada pelaku 
yang terlibat TPPO, penyidik Polres Klaten telah menggunakan 
aturan-aturan hukum yang berlaku  dan sesuai dengan UU TPPO 
(Didik Sulaiman, Kasat Reskrim Polres Klaten). 
3.2.2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat 
penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. 
Dalam mewujudkan Criminal Justice System (CJS), aparat penegak 
hukum harus dapat berkordinasi dengan baik dalam melaksanakan 
tugas, selaras, dan berwibawa, atau mengacu pada managemen CJS 
(Henny Nuraeny, 2013). 
3.2.3. Kebijakan eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara 
konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, dan tahap ini dapat 
disebut juga tahap administrasi. 
 Penegakan hukum pidana dalam perdagangan orang adalah melakukan 
penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan wawancara dengan Didik 
Sulaiman yaitu pada umumnya kasus  TPPO yang ditangani Polres Klaten 
merupakan hasil informsi baik itu laporan dari si korban maupun hasil 
penyelidikan dan pengenbangan dari Petugas Polres Klaten. Dari informasi 
tersebut segera dilakukan tahapan-tahapan dengan memastikan terlebih 
dahulu apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur delik, yaitu 
perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, dan melawan 
hukum. Setelah dilaksanakan penyelidikan dan dari hasil gelar perkara 
tersebut memenuhi unsur tindak pidana, maka dapat ditingkatkan ke tahap 
penyidikan. 
Pada tahapan penyidikan, maka penyidik segera melakukan serangkaian 




serta keterangan saksi pelapor ketika korban terbukti merupakan korban 
perdagangan orang. Setelah alat bukti lengkap dan telah sesuai dengan SOP 
sampai dengan pemberkasan, maka berkas perkara dikirimkan kepada Jaksa 
Penuntut Umum  dan apabila Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa 
perkara tersebut sudah lengkap, maka penyidik mengirimkan Tersangka dan 
barang buktinya guna proses pelimpahan penanganan perkaranya dari tahap 
penyidikan ke tahap penuntutan (Didik Sulaiman, Kasat Reskrim Polres 
Klaten). 
3.3 Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah faktor 
hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor 
masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2004). 
Faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam penegakan 
hukum tindak pidana  perdagangan orang yakni faktor masyarakat, karena 
terkendala si korban enggan untuk melakukan laporan kepada kepolisian  
dimana korban merasa malu, serta ada sebagian dari korban yang mendapat 
imbalan/bayaran sehingga korban merasa ketagihana mencari/mendapat uang, 
yang mana uang dari hasil TPPO ini terpaksa digunakan oleh korban untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri bahkan ada juga yang menggunakan 
untuk memenuhi keperluan keluarganya (Didik Sulaiman, Kasat Reskrim 
Polres Klaten). 
Upaya dari aparat kepolisian khususnya dalam pencegahan serta 
penanganan kasus TPPO di wilayah hukum Klaten yaitu dengan memberikan 
penyuluhan kepada anak-anak dan masyarakat pada umumnya tentang 
kesadaran terhadap hukum pada umumnya dan perbuatan-perbuatan yang 
dipandang melebihi norma soaial serta mengarah pada perdagangan orang. 
Selain dibangunnya kesadaran hukum pada masyarakat, terdapat pula 
perlunya diadakan pelatihan khusus bagi anggota Sat Reskrim Polres Klaten 
guna menunjang kemampuan untuk mengenali, menganalisis, dan 






3.4 Perdagangan Orang dalam Prespektif Islam 
Pengaturan ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur tentang budak adalah bersifat 
antisipatif. Maksudnya munculnnya ayat-ayat tentang budak tersebut adalah 
dalam rangka mengantisipasi keadaan jaman “jahiliah” pada waktu itu yang 
menjadikan budak sebagai lambang kekayaan individu. Bahkan seluruh ayat 
dalam Al-Qur’an bertujuan untuk menghapus perbudakan. Dalam realita, 
walaupun Al-Qur’an bertujuan untuk menghapus perbudakan, namun Al-
Qur’an  tidak secara drastis dapat mengubah kondisi perbudakan yang sudah 
mapan di jaman jahiliyah tersebut. Al-Qur’an berupaya secara bertahap dan 
sistematis menghapus sistem perbudakan melalui berbagai syariatnya (Henny 
Nuraeny, 2013). 
Dalam menetapkan jarimah ta’zir terhadap perdagangan orang, prinsip 
utama yang menjadi acuan penguasa/hakim adalah menjaga kepentingan 
umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan 
(bahaya). Oleh karena itu jenis sanksi ta’zir pada perdagangan perempuan 
tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam Al-Qur’an dan hadist, maka 
pelaksanaan ta’zir jenisnya/bentuknya dapat diserahkan kepada 
penguasa/hakim. Sanksi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sanksi 
(uqubah) yang bersifat ringan hingga berat seperti hukuman cambuk, 
hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, 
pengucilan, pemecatan, dan bahkan hukuman mati (Q. . Zaman, 2017). 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Pertama, pengaturan pasal yang terdapat dalam UU TPPO dapat diklasifikasi 
sebagai berikut: bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang tidak terdapat penegasan 
secara terperinci dalam pasalnya mengenai pembagian  tindak pidana 
termasuk kepada tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran, pada undang-
undang ini dalam tiap-tiap pasalnya termasuk kepada jenis delik pidana bukan 
aduan serta tidak terdapat pengaturan yang mengatur mengenai delik aduan, 
dan pada pengaturan delik formil dan delik materiil UU TPPO menitik 




cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan dan 
tidak harus menimbulkan akibat.  
Pada pemberian sanksi dalam UU TPPO menggunakan sistem 
perumusan pidana kumulatif yakni kedua sanksi baik pidana dan denda harus 
diberikan dimana terdapat frasa “dan” dalam bunyi pasalnya, sehingga hakim 
tidak diberi keleluasaan karena sifatnya yang kaku dalam pemberiaan pidana 
terhadap si pelaku. 
Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan 
orang menggunakan teori penegakan hukum pidana yaitu tahap formulasi, 
aplikasi, dan eksekusi. Dari ketiga tahap kebijakan yang paling dominan 
efektif dalam penegakan hukum adalah tahap formulasi, pada tahap ini pihak 
kepolisian dituntut agar mampu memutus mata rantai perdagangan orang yang 
sifatnya tersembunyi dan terorganisir dengan kemampuan khusus yang 
dimiliki polisi dalam penanganan kasus perdagangan orang. 
Ketiga, faktor atau kendala dihadapi dari penegakan hukum 
perdagangan orang oleh aparat penegak hukum adalah dari faktor masyarakat. 
Dimana masyarakat yakni korban merasa malu terhadap kejadian yang dialami 
dirinya, sehingga kebanyakan korban enggan melaporkan dirinya sebagai 
korban perdagangan orang dan sering menutup-nutupi telah terjadinya 
tindakan perdagangan orang. Selain itu tindak pidana perdagangan orang 
berlatar belakang seksual, para korban menggunakan hasil dari tindak pidana 
perdagangan orang tersebut untuk keperluannya sendiri juga keperluan 
keluarganya. 
Keempat, Pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana 
perdagangan orang sebenarnya telah ada sejak jaman Rosulullah SAW. 
Trafficking yang disebut dengan perbudakan dalam Islam merupakan 
perbuatan yang dilarang, sehingga perbudakan dikategorikan sebagai jarimah 
Ta’zir dimana penerapan sanksi diserahkan sepenuhnya kepada penguasa ( uli 
al-amr) atau keputusan hakim. 
4.2 Saran  
Penulis memberikan saran kepada masyarakat pada umumnya serta kepada 




bahayanya tindak Pidana Perdagangan Orang, agar senantiasa dapat terjalin 
koordinasi pada tingkat pencegahan dan penanggulangannya. Peran 
masyarakat sangatlah berpengaruh guna melakukan pemberantasan 
perdagangan orang serta didukung oleh kepolisian yang memiliki kemampuan 
khusus dalam penangangan kasus perdagangan orang.  Tercapainya koordinasi 
yang baik dari berbagai pihak diharapkan mampu untuk memutus rantai 
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